SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 33
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembanguan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323};

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
53).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2022 Nomor 1) ;

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2023 Nomor 26);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 33 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal....... 3
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[.  Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dihapus sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(I) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaiman dimaksud
dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

a. BABI Pendahuluan

b. BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah
Provinsi;

c. BABIII Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan

Daerah Provinsi

d. BABIV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan
Daerah Provinsi Tahun 2024;

e. BABV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Provinsi Tahun 2024;

f. dihapus

g. BABVII Penutup

(2) Isi dan uraian Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA B}JRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H
NIP. 197606082002121002



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat
dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), atau dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah selesai
disusun sesuai dengan amarat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 mempunyai
kedudukan strategis, sebagai perencanaan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah
dalam periode 1 tahun. Kemudian, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun
2024, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024 ini, kami ucapkan terima Kasih.

Nabire, Juli 2024
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1.1

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom
Baru (DOB) di Provinsi Papua yaitu Papua Tengah, terdapat beberapa hal yang perlu
dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai inisiator terhadap pembentukan DOB salah
satunya melakukan identifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh DOB untuk
dapat menjalankan fungsi pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah terdapat beberapa kebutuhan
anggaran yang diperlukan DOB diawal jalannya pemerintahan salah satunya yaitu
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3, telah mengamanatkan
bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004. Sebagai salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah vang
disebut RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal
260, juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara
operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga, disebutkan
bahwa dokumen perencanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah. Namun

dalam masa peralihan sampai dengan terpilihnya kepala daerah tersebut, pemerintah



DOB perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti
dokumen RPJMD dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 di 3 Provinsi DOB
sebagai penjabaran dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tidak dapat
dilakukan secara normatif sesuai Peraturan Perundang-undangan mengingat adanya
kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan diantaranya: 1) 7Timeline penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024 sudah melewati batas
waktu penetapannya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; dan 2) belum terpilihnya
anggota DPRP di DOB karena menunggu hasil Pemilu Tahun 2024.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses
penyusunan RKPD 2024 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah
diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi tahapan sebagai
berikut.

1. Rancangan Perubahan RKPD
a. Pada tahapan Rancangan ini serangkaian ini serangkaian aktivitas yang dilakukan
meliputi:
1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; dan
2. Penyajian rancangan perubahan RKPD.
b. Pada rancangan perubahan RKPD berpedoman pada:
1. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun
berkenaan
¢. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:
1. Analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan
Dua) tahun 2024;
3. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
4. Perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan
Daerah; dan

5. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.



2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD., Pada tahap penyusunan

rancangan Perubahan RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri dari :

a.

Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
sebagaimana dimaksud rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi
Rancangan Akhir Perubahan RKPD;

Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD;

Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang
perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi
Fasilitasi sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai
pembentukan produk hukum Daerah;

Hasil fasilitasi disampaikan kepada gubernur dalam bentuk surat Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

Hasil fasilitasi disampaikan kepada bupati/wali kota dalam bentuk surat gubenur
melalui kepala BAPPEDA provinsi;

Gubernur dan bupati/wali kota menyempurnakan rancangan Perkada tentang

perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi

3. Penetapan Perubahan RKPD, Pada tahapan ini perlu memperhatikan:

a.

Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling

lambat minggu ketiga bulan Juli;

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan:

1. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

2. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk

dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD;



Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah:

Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD dijadikan bahan evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

. Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan

RKPD kabupaten/kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;

. Peraturan Bupati/Wali Kota dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi

Papua Tengah Tahun 2023 adalah: (diurutkan sesuai tahun)

1.

10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah;



11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

25.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan,
Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Papua;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32

33.

34.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5.1317 tahun 2023 tentang
perubahan atas Keputusna Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2024;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026.

Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, selain disusun dengan

mempedomani RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026, juga berpedoman pada dokumen

perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP, RIPPP dan

RPJM Nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang



memuat tujuan dan sasaran pemerintah daerah. RPD berperan sebagai acuan dasar dalam
menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat
mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, dan program.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPD
tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya. RPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan
dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu
mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka
menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan
RKPD 2024 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang
bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi
rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen
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